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Abstrak 

Dalam judicial review, terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi menilai legal 

standing para pemohon. Legal standing adalah keadaan di mana pihak 

ditentukan memenuhi syarat sehingga mempunyai hak untuk mengajukan 

permohonan. Legal standing memiliki syarat formal dan syarat materiil. 

Syarat  materiil berupa adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional 

dengan berlakunya Undang – Undang yang dimohonkan untuk diuji. Dengan 

demikian Penelitian ini mengangkat rumusan masalah berupa Bagaimana 

legal standing Pemohon dalam mengajukan Permohonan dalam putusan 

Nomor116/PUU-XXI/2023 dan Bagaimana kerugian aktual hak 

konstitusional Perludem sebagai pemohon di putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor116/PUU-XXI/2023 ?.  

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan menggunakan 

pendekatan Pendekatan kasus (Case Aproach), pendekatan perundang – 

undangan (statue Aproach), dan Pendekatan analitis (analytical approach) 

yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis yang bersifat 

kualitatif preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil 

penelitian yang dilakukan yang meliputi identifikasi fakta hukum, 

Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum. dan 

penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.  

Hasil dari penelitan ini adalah Perludem sebagai Pemohon pada Putusan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak memiliki 

kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi syarat materiil 

berupa adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan 

oleh oleh UUD 1945, sehingga seharusnya Putusan dari Mahkaman Konstitusi 

adalah ; dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 

Hak Konstitusional Perludem yang merupakan Lembaga Swadaya 

Masyarakat sebagai Pemohon adalah Pasal 28E ayat (2) “Setiap orang atas 

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 

dengan hati nuraninya” dan ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” yang tidak memiliki 

korelasi dengan Pasal 414 ayat (1) Undang – Undang  7/2017 tentang 

Parliamentary Treshold yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak adanya 

hak konstitusional yang dirugikan dengan adanya undang – undang tersebut.  

Kata kunci ; Judicial Review, Hak Konstitusional, Legal Standing 
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Abstract 

In a judicial review, the Constitutional Court first assesses the legal standing 

of the petitioners. Legal standing is a condition in which a party is determined 

to be eligible so that it has the right to file a petition. Legal standing has formal 

requirements and material requirements. The material requirement is the loss 

of constitutional rights or authorities with the enactment of the Law petitioned 

for review. Thus, this research raises the formulation of the problem in the 

form of How is the legal standing of the Applicant in filing an Application in 

Decision Number116/PUU-XXI/2023 and How is the actual loss of 

Perludem's constitutional rights as an applicant in the Constitutional Court 

Decision Number116/PUU-XXI/2023?  

This research uses a normative juridical method using a case approach, a 

statutory approach, and an analytical approach which is then analysed using a 

prescriptive qualitative analysis method, namely to provide arguments for the 

results of research conducted which includes identification of legal facts, 

examination or discovery of laws related to legal facts. and application of legal 

norms to legal facts.  

The result of this research is that Perludem as the Applicant in the 

Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 does not have 

legal standing because it does not meet the material requirements in the form 

of a loss of constitutional rights or authorities granted by the 1945 

Constitution, so that the decision of the Constitutional Court should be; 

declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaard). 

The Constitutional Rights of Perludem, which is a Non-Governmental 

Organisation as the Petitioner, are Article 28E paragraph (2) ‘Everyone has 

the freedom to believe in beliefs, express thoughts and attitudes, in accordance 

with their conscience’ and paragraph (3) ‘Everyone has the right to freedom 

of association, assembly, and expression’ which have no correlation with 

Article 414 paragraph (1) of Law 7/2017 concerning the Parliamentary 

Treshold petitioned for review, so that there are no constitutional rights that 

are harmed by the law.  

Keywords; Judicial Review, Constitutional Rights, Legal Standing. 
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023, n.d. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, n.d. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, n.d. 

Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, n.d. 

Risalah Sidang Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009, n.d. 

Risalah Sidang Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017, n.d. 

Undang - Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, n.d. 

Undang - Undang Dasar Sementara 1950, n.d. 

Undang - Undang No. 24 Tahun 2003, n.d. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, n.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


